KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MAMAT ZENI PRASETYA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI JALAN
3. NHK . 475864
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 282.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/10 m2 di KAB / KOTA SIGI,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/10 m2 di KAB / KOTA SIGl,
HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.750.000

1. MOTOR, YAMAHA 2SV/SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
1.750.000

2. MOTOR, YAMAHA BT/SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

3. MOBIL, NISAN X-TRAIL 2.0 2 WD MT MINIBUS Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.712.841

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 397.262.841

lll. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 397.262.841
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZULKIFLI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
3. NHK . 632324
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 758.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/402 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 120.600.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 3000 m2/3000 m2 di KAB / KOTA
KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

7. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

8. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

9. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI
Rp. 7.500.000

10. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000
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1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S (F700RE) Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

2. MOTOR, HONDA XIBO2NO4LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 321.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ok

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 111.970.796

F. HARTA LAINNYA Rp. =i

Sub Total Rp. 1.351.070.796

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.351.070.796
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2022

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUL ANWAR

2. Jabatan : KEPALA SEKSI JEMBATAN

3. NHK : 637699
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA
PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

Tanah Seluas 351 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

Tanah Seluas 666 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOTOR, HONDA METIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

MOTOR, YAMAHA 1KP A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S TRD M/T Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 240.000.000

MOBIL, NISSAN ST WAG60N TARRANO Tahun 1997, HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000

Rp. 1.165.000.000

Rp. 313.500.000
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5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 77.100.000
F. HARTA LAINNYA Rp. oo
Sub Total Rp. 1.593.000.000
. HUTANG Rp. s-=-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.593.000.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2022

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FITRI'IRIANTI
2. Jabatan . KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN FASILITAS JALAN KABUPATEN/KOTA
3. NHK : 669308
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.290.000.000

mm o o W

1. Tanah dan Bangunan Seluas 721 m2/721 m2 di KAB / KOTA KOTA

PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/570 m2 di KAB / KOTA KOTA

PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.210.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA

PALU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU ,
SENDIRI Rp. 400.000.000

5. Tanah Seluas 998 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU ,
SENDIRI Rp. 210.000.000

6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU ,
SENDIRI Rp. 355.000.000

7. Tanah Seluas 758 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU ,
SENDIRI Rp. 1.710.000.000

8. Tanah Seluas 1436 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU ,
SENDIRI Rp. 1.255.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

HARTA LAINNYA

Sub Total

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

26.900.000

205.000.000

7.521.900.000
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.521.900.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ULFA RAMADHYANTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NHK : 774619
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 205.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 684 m2/684 m2 di KAB / KOTA
PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 205.200.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU B100RS-GMQFJ (4X2) Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—as

Sub Total Rp. 377.800.000

. HUTANG Rp. 499.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -121.700.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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